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4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent ang Pe rbc ndaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norno r -.:355 I ; 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke u arigan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266 ) : 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 t e n t arig Pl"n, l'!,·nggar;-1 Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi Kolusi clan Ne por isrn e ( Lem bar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75. Tarr.ba h an Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnak sud d.il.-1m h u ruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daer ah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupat e n Huron T e ngah Tahu n Anggaran 2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Re r-ubhk l ndone sia Tahun 194S; Meriginga t 

b. bahwa Rancangan Per aru r an Daerah tenrang Anggaran Pe n d a pat an dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan scbagaimana dimaksud dalarn h ur u f 
a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pe merint ah Dacrah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APAD serta prioritas 
Plafon Anggaran yang telah d ise oakati bersama antara Pe mcr u itah Daerah dengan DPRD pada tanggal 

Me nirn barig : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 l 1 a, at ( l I Undang· undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dae rah sebagairn an a t e lah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-u ndarig Nomnr 9 Tah u n 2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 
Peraturan Daer ah rentang Anggaran Pendapatan dan Be le nj a Dae rah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah urrtu k memperoleh per se r uju an 
bersama. 
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12. Peraturan Perrier int.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keu angan Daer ah ( Le mbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ). sebagaimana. t e lah diubah de ngan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tenta.ng Perubahan Atas Peratur an Pemerintah Nomor 56 Tahu n 200S !t'ntang Sisrem lnformasi Keuangan Daer ah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lernbar an Nr-gar a Rr-pu hlik Indonesia Nomor 5155!; 

11. Peraruran Pe me riru ah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan ( Lern harari Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndoriecia Nornor 4575 ); 

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Dae rah (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairriana te lah be ber apa k ali diubah terak.hir dengan Undarig-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 ten tang Pemt.-rintaha.n Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buron Tengah di Pr ovin si Sulawesi Tenggara; 

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentar.g Pajak Daerah dan Retribusi Daer ah I Le mbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

7. Undang - Undang Norn or 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan An t ar a Pe me nnrah Pu sat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambanan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - Unciang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421): 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Ke uangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400 J : 

u 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedornan Penyusunan Anggaran Pe nclapat an dan Belanja Daer ah Tahu n 
Anggaran 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

24. Per atur an Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenta.ng Pedornan Pemberian Hibah da.n Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Ariggar an 
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagairnana relah diubah den_gan Pe ratur an 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubahan At as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenta.ng l'cdoma.n 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Ber surnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik lridorie sia Talru n 
2012 Nomor 5410); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teru ang Pe-loman Pengelolaan Keuangan Daer ah. sebagairnana relah be be r ap a k ali 
d.ubah ter akhir dengan Peratur an Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 20 l 1 tenrang Perubahan Ke du a At as Peratur an Me n ter i Da larn Negeri 
Norn or 13 Tahun 2006 tcntang I'edoman Pengelolaan Keu angan Daerah [Ber ita Negara Republik Indonesia Tahu n 2011 Nom01· 310): 

22. Peraturan Presiden Republik. Indonesia Nomor 107 Tahuri 2017 ten tang Rincian :\.nggaran Pendapatan clan Be lanja Negara Tah u n .-\nggara.n 

21. Pera tu ran Presiden Repu blik Indonesia Norn or 26 Tahun 2007 teru.arig Tunjangan Jabatan StrukturaJ; 

20. Peraturan Perncrintah Nomor 18 Tahun 2017 teritang Hak Ke u arigan Dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggora Dewan Pe rwak u Ian Rakvat 
Daer ah (Lembaran Negara Re publik lndonesia Tahun 2017 Nomor I 06, Tambahan Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lern bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tarnb ah ari 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Aku nransi Pemerintahan [Lernbaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Per atur an Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Dae rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I I Norn or 59. 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndcrie sia Nomor 5219 l: 

Lernbar an Ne gar a Rf·publ1k 16. Pe r at ur an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcu angan dan Kinerja Instansi Pe me r in t ah 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tamhahan Lembaran Negara Re pu hlik Indonesia Nomor 4614 J: 

15. Per arur an Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pe mbin aan dan Pe ngawasan Atas Penyelenggaraan Pem er intah an Daer ah l l.e rn b ar ari 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Le m bar an Negara Republik Indonesia Nomor -l59J l: 

14. Peraruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal ( Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 

13. Per aruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tencang Pe ngelolaan Ke u arigan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

w 



2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnak sud pada ayat { l) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.957.474.762,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.057.800.000,00 
c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 23.608.113.775,00 

1, rer diri dari : 
Rp. 26.623.388.537,00 
Rp. 530.686.898.000,00 
Rp. 59.696.208.916,00 

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 
b. Dana Perimbangan sejumlah 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah 

Pasal ~ 

St.a Lebih Pembiayaan Angga.ran tahun Berkenaan 

33.362.144.025,00 

35.362.144.025,00 
2.000.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

{33.362.144.025,00) 

Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daer ah Tahun :\nggaran 20 18 sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah Rp. 617 .006.495.453,00 
2. Belanja Daerah Rp. 650.368.639.478,00 

Surplus/ f Defl.sit J 

Pasal 1 

RANCANGAN PERATUR.AN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TEKTANG A.NGGARA.11' PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN A.NGGARA.N 2018 

Menetapkan 

MEMUTUSKAlf : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTO.N TE.NGAH 

dan 
BUPATIBUTONTEBGAH 



35.362.144.025.00 
2 .000.000.00U,OO 

Pasal 4 

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 1 ter diri dari : 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 

3. Belanja Langsung sebagaimana di.maksud pada ayat II) huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 40.995.770.645.00 
b. Belanja Barang dan .Jasa sejumlah Rp. 117 .307.622.329.00 
c. Belanja Modal sejurnlah Rp, 208.788.095.12 l ,OO 

2. Belanja Tidak Langsung sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 188.950.402.483,00 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.496.200.000,00 
c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 91.580.548.900.00 
d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 250.000.000,00 

283.277 .151.383.00 
36 7 .091.488.095,00 

Pasal 3 

5.515.162.916.00 
54.181.046.000.00 

J. Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud d alarn pasal I terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pe ndapatan : 
a. Hibah Sejumlah Rp. 
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejurr lah Rp. 
c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 
d. Bantuan Ke uangan dari Propinsi atau dari Pemerintah 

Daer ah Lairmva se iumlah Rp. 

3. Dana Perimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b ter diri d ari je nis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. l 1.814.570.000.00 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 358.b96.369.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 160.175.959.000,00 

v 
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PllSal 6 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan clan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I, tercantum d alarn Lampiran yang rrie r u p ak an bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri d ari : 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Laropiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pernbiavaan: 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja rnenuru t Uru san Pemerintahan Da-rah, Organisasi, Program dan Kegiat an: 
5. Larnpiran V Rekapitulasi Belanja Dae rah Untuk Ke selarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dae rah d a n r·,mgsi DaJam Ker angka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 
6. Lampiran VJ Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

3 Kriteria Belanja unruk keperluan rnendesak sebazairnana ctimaksud pada avat ( 1) me ncakup : 
a. program dan kegiatan pelavanan dasar masvar akat vanz anzzaranriva belu m ter sedia dalam tahun arizgar an be r ialan: dan 
b. keperluan mendesak Jainnya vanz apabila ditunda akan menimbulkan keruzian vanz lebih besar bazi perne rint ah dan masvar ak at. 

2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 11) harus memenuhi kriteria sebagai berikut; 
a. bukan merupakan kegiatan normal dar i aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnva: 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. berada cliluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. merniliki dampak yang signifikan rerh adap anggaran daJam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan d ar u r ai . 

Pa.al !5 
l. DaJam keadaan darurat danj atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum t e r sed ia anggar annva, yang se la.nju t nva ciiusul.kan dalam 

rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan daJam laporan realisasi anggaran. 

3. Pengeluaran sebagaimana d.imaksud pad a ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 
a Penyertaan Modal Pernerintah Rp. 2.000.000.000,00 

2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diroaksud pada ayat ( l) huruf a terdiri dari jenis pernbiayaan: 
a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 

(SiLPA) sejumlah Rp. 35.362.144.025,00 

.. 
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SAMAHUDDIN 

Ditetapkan di Labungkari 
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Peraiur an Daer ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcr atur an Daer ah ini d e n gari pe nempat armya dalarn Lembaran Daerah Kabup ate n Euton Tengah. 

Pasal 8 

Bu pat i Buron Tengah menetapkan Peratur an tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Eelanja Dae rah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APED. 

Pasal 7 

odal (Investasi) Daerah; 
aftar Perk.iraan Penambahan dan Pengurangan Aset; 

Daftar Perk.iraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lairmva: 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

. L 

I 0. Larnpir ari X 
I I . Lampiran XI 
12. Lampiran XII 
13. Lampiran XIII 
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